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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
 
 
xi 
 
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah 
, 
Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
ِ ا Kasrah I I 
ِ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو ى fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َف ي  ك : kaifa 
  َل  و ه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
 َى… |َ ا… 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah dan yā’ i 
i dan garis di 
atas 
وى ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 
atas 
Contoh: 
 
 
xiii 
 
 َتا  م: mata 
َى م  ر : rama 
َ َل يِق : qila 
ََُت  وُم ي : yamutu 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
ََِلَ  ف ط لأ اَُة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََُة لِضَا فل اَُة ن يَِد  م ل ا : al-madinah al-fadilah 
ة م  كِح ل ا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh:  
ا نَّب  ر: rabbana 
ا ن ي َّج ن: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
َُة ف  س ل ف ل ا: al-falsafah 
َُد ِلاب ل ا: al-biladu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
a. Hamzah di Awal  
َُت  رُِما :umirtu 
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b. Hamzah Tengah 
َ  ن  وُرُم أ ت :ta’muruna 
c. Hamzah Akhir 
 َء  ي  ش: َ: Syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah.  
Contoh: 
َ َّالََُّن يِدDinullah هلَّلاِاب  billah 
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
 َُمهَََ َّالََِّة  م  ح  رَ  ِيفHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Contoh: 
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H   = Hijrah 
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M   = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 
Nama   :  Elisa Chahyati 
NIM  :  10200115060 
Judul Skripsi      : Peran Kepolisian dalam Menekan Motor Bodong di 
Tinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di 
Kepolisian Resort Gowa)  
 
Skripsi ini adalah studi tentang penekanan kepolisian terhadap pemakaian 
motor bodong yang digunakan oleh masyarakat ditinjau dari hukum pidana islam 
di wilayah hukum Kepolisian Resort Gowa. Adapun yang menjadi pokok 
permasalahannya adalah: 1) Faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi 
pemakaian motor bodong di wilayah hukum Polres Gowa? 2) Bagaimana peran 
kepolisian dalam menekan pemakaian motor bodong di wilayah hukum Polres 
Gowa? 3) Bagaiamana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemakaian motor 
bodong? 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (empiris), teknik pendekatan 
yuridis normatif, sosiologis, dan syari’ah. Sumber data dari penelitian ini yaitu 
data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan 
wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab sehingga 
terjadi pemakaian motor bodong dipengaruhi oleh harga motor bodong yang 
terbilang murah, mudah untuk memperoleh motor bodong, kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap pemakaian motor bodong, dampak ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta untuk anak-anak adalah kurangnya kontrol oleh orang tua. 2) 
Peran kepolisian dalam menekan pemakaian motor bodong adalah melakukan 
sosialisasi ke masyarakat dan perbanyak patroli. 3) Pandangan hukum pidana 
Islam terhadap pemakaian motor jelas dasar hukum mengenai larangan dan sanksi 
yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan, penadahan dan 
pencurian dalam kaitannya motor bodong jelas dalam al-Baqarah/2:188, Q.S al-
Maidah/5:2, dan QS. al-Maidah/5:38 serta menerapkan QS. an-Nisa/4:59 untuk 
menaati aturan yang dibuat oleh penegak hukum (ulil amri). 
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Implikasi dari penelitian ini, yaitu: 1) perlu adanya peningkatan kualitas 
dan efektifitas kepolisian dalam mengatasi dan meminimalisir bentuk tindak 
pidana yang semakin hari semakin mudah untuk pelaku menjalankan aksinya. 2) 
diharapkan kepada kepolisian agar lebih progresif dan meningkatkan 
keefektifitasannya. 3) hukum pidana Islam jelas melarang perbuatan tindak 
pidana, maka perlunya meningkatkan kualitas iman dan senantiasa menjauhkan 
diri dari perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. 
 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sangat jelas disebutkan 
dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana pada 
amandemen ke empat UUD 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi   
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1  
Hal ini berarti bahwa segala hal yang menyangkut sikap dalam kehidupan 
bermasyarakat, perilaku berbangsa dan bernegara haruslah berdasar pada aturan 
hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat 
penegak hukum maupun pada masyarakat itu sendiri. Sebagai negara hukum, 
tentunya sangat menjunjung tinggi prinsip persamaan di mata hukum yang 
disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.”2  
 
Oleh sebab itu dalam proses penyelenggaraan negara, tentu harus 
dilakukan dengan mengedepankan persamaan hak setiap warga negara dihadapan 
hukum, tanpa membedakan agama, ras, golongan, dan status sosial. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di 
dalam wilayahnya: 
                                                             
1Ni’matul Huda,  Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), h. 87-88. 
2Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), h. 44. 
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1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat 
perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga 
negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh 
sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan 
hukum yang berlaku; 
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk 
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.3 
Konsep negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat diartikan 
sebagai segala sesuatu yang dapat menciptakan ketertiban masyarakat yang 
berupa aturan tingkah laku, sehingga setiap tingkah laku dalam hubugan 
bermasyarakat harus tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.4 
Dengan kata lain bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang 
berisi perintah dan larangan  yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat 
dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan 
masyarakat.5  
Keberadaan hukum dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk mencapai 
perdamaian di antara ummat manusia, serta melindungi kepentingan-kepentingan 
manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, dan harta.6 Namun pada 
prakteknya untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan damai, sering kali 
menghadapi berbagai kendala, antara lain, instrument hukum belum memadai, 
                                                             
3Ni’matul Huda,  Hukum Tata Negara Indonesia, h. 83. 
4Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 20. 
5Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, h. 21. 
6Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, h. 39-40. 
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aparatur kurang berwibawa, kurang sarana dan sistem peradilan yang belum 
efektif.7 Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan tersebut, sangat diperlukan peran 
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang berkewajiban 
mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat. 
Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu alat kelengkapan negara 
dengan segala tugasnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas 
pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
2. Menegakkan hukum, dan 
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat.8 
Selain itu, pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2002: 
“Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.9 
 
Upaya aparat kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, seringkali terkendala dengan timbulnya berbagai kejahatan. Salah 
satu jenis kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah 
                                                             
7Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri (Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1999), h. 18. 
8Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
9Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia. 
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keberadaan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan 
yang sah atau sering disebut sebagai motor bodong. 
Keberadaan motor bodong  ini, sangat jelas bertentangan dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan. Pada Pasal 68 menegaskan bahwa : 
“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilengkapi 
dengan surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan 
bermotor”.10 
 
Sebagai contoh, salah satu praktik motor bodong, yang menjadi perhatian 
aparat kepolisian, terjadi di dalam lingkup wewenang Kepolisian Resort 
(POLRES) Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian Polres 
Gowa, pada satuan Tim Anti Bandit telah berhasil mengamankan pelaku 
penadahan jual beli motor bodong yang transaksinya dilakukan di wilayah hukum 
Polres Gowa. Pelaku menjalankan aksinya dengan berperan sebagai pencuri 
motor, sebagai penadah dan selebihnya bertindak sebagai penjual. Adapun motif 
pelaku cukup beragam, di antaranya dengan cara over kredit, kemudian menjual 
kendaraan tersebut tanpa disertai surat-surat kepemilikan yang sah.11 
Melalui tindakan pencurian, hal ini jelas diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 362 tentang Pencurian 
                                                             
10Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
11Polres Gowa Bongkar Sindikat Jual Beli Mobil Bodong, Rakyatlu News, 
http://news.rakyatku.com/read/101359/2018/05/15/polres-gowa-bongkar-sindikat-jual-beli-
mobil-bodong  diakses pada 10 Mei 2019. 
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dengan ancaman sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara.12 Selanjutnya pada 
Pasal 480 KUHP ayat (1) tentang penadahan menjelaskan  bahwa : 
“Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, 
menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena 
hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau 
yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.13  
 
Dengan demikian maka diketahui bahwa dampak dari praktek motor 
bodong dapat merugikan berbagai pihak, di antaranya adalah penadah, penjual 
maupun penyewa. 
Motor bodong tidak dijelaskan secara eksklusif dalam al-Qur’an tetapi 
pelaksanaan untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut 
dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4:59. 
                          
                          
      
Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri diantara kamu . Maka, jika kamu tarik-menarik pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
Kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.”14 
 
                                                             
12R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1985), h. 
249. 
13R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), h. 314. 
14Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tajwid (Bogor: PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2007),  h.87. 
6 
 
 
Dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini dan ayat-ayat 
sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat 
yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya 
serta berbakti kepada kedua orang tua, menganjurkan berinfak dan lain-lain. 
Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang 
adil dan makmur, anggotanya tolong-menolong dan saling membantu, taat kepada 
Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil amri. Secara khusus, dapat dikatakan 
bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan 
adil,  ayat di atas memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat di 
atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun 
yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya; Wahai 
orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dalam perintah-perintah-Nya yang 
tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. 
Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu 
maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam 
sunnahnya yang shahih, dan diperkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang 
berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian 
diantara kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak 
bertentangan dengan perintah Allah atau Rasul-Nya. Adapun pendapat ulama 
mengenai ulil amri, yakni mereka (ulil amri) adalah para penguasa/pemerintah, 
ulama, dan yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. 
Kata al-amr berbentuk makrifat atau difnite. Ini menjadikan banyak ulam 
membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan 
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kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Allah 
memerintahkan umat Islam taat kepada mereka, ini berarti bahwa ketaatan 
tersebut bersumber dari ajaran agama karena perintah Allah adalah perintah 
agama.15 
Dari ayat tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perlunya 
penguasa/pemerintah, ulama serta perwakilan masyarakat dalam berbagai 
kelompok dan profesinya (ulil amri) di dalam bermasyarakat. Salah satu ulil amri 
adalah polisi yang memiliki kewenangan dan menjalankan tugasnya yakni salah 
satunya membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum 
dan peraturan perundang-undangan. Ulil amri inilah yang berperan dalam 
membantu mengatasi permasalahan di masyarakat salah satunya adalah kasus 
motor bodong.  
Dengan melihat dampak negatif dari keberadaan motor bodong, sebagai 
suatu kejahatan yang melanggar aturan perundang-undangan dan berdasarkan 
hukum Islam merupakan perbuatan tercela yang mendapatkan siksa. Maka sangat 
diperlukan peran aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya demi tercapainya tujuan hukum, yakni memberikan rasa aman kepada 
masyarakat serta terhindar dari perbuatan tercela. 
 
 
 
                                                             
15M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati,  2009),  h.583-585. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Pokok 
1. Fokus Penelitian 
Dalam fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap 
Peran Kepolisian dalam Menekan Motor Bodong ditinjau dari Hukum Pidana 
Islam (Studi Kasus di Polres Gowa). 
2. Deskripsi Fokus 
Secara umum, peran adalah suatu perangkat pemerintah suatu keadaan di 
mana seseorang melakukan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau 
organisasi di masyarakat.           
Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.16 
Peran kepolisian adalah suatu tugas atau wewenang yang harus dijalankan 
oleh salah satu aparat negara, salah satunya adalah polri.17 
Motor adalah kendaraan roda dua yang di gunakan oleh manusia sebagai 
alat transportasi.  Bodong adalah kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. 
Motor bodong adalah suatu kendaraan roda dua yang tidak memiliki surat-surat 
                                                             
16Undang-Undang R.I No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 
Tentang Kepolisian, h. 4. 
17Tiara Indah Sari, “Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penipuan 
Secara Online Oleh Warga Negara Asing”, Jurnal  diakses pada 3 Mei 2019 
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yang sah.18 Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah. Fiqh 
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci 
dari al-Qur’an dan hadis.19 
Untuk lebih rinci, maka peneliti menjelaskan deskripsi fokus dalam sebuah 
tabel berikut:  
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Peran Kepolisian suatu tugas atau wewenang yang 
harus dijalankan oleh salah satu 
aparat negara yakni kepolisian. 
2. Motor Bodong Sepeda motor yang tidak 
dilengkapi dengan surat-surat 
yang sah. 
3. Hukum Pidana Islam segala ketentuan hukum 
mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal yang 
dilakukan oleh orang-orang 
mukallaf (orang yang dapat 
dibebani kewajiban), sebagai 
hasil dari pemahaman atas dalil-
dalil hukum yang terperinci dari 
al-Qur’an dan hadis. 
4. Polres Kepolisian Resor (POLRES) 
adalah struktur komando 
Kepolisian Republik Indonesia 
di daerah Kabupaten/Kota. 
 
 
                                                             
18Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2008),  h. 931. 
19H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  h.1. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan 
permasalahan pokok yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: bagaimana Peran 
Kepolisian dalam Menekan Motor Bodong ditinjau dari Hukum Pidana Islam 
(Studi kasus di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa). Dari pokok permasalahan 
tersebut, dirumuskan sub permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi pemakaian motor 
bodong di wilayah hukum Kepolisian Resort Gowa? 
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menekan pemakaian motor bodong di 
wilayah hukum Kepolisian Resort Gowa? 
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemakaian motor 
bodong ? 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai peran kepolisian dalam menekan 
motor bodong ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kepolisian 
Resort Kabupaten Gowa), penulis  menemukan referensi yang berkaitan dan 
menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, di 
antaranya: 
1. Ismu Gunadi dalam bukunya yang berjudul “Cepat dan Mudah Memahami 
Hukum Pidana. Dalam buku ini membahas bagaimana agar dapat 
membantu pemahaman kepada masyarakat umum yang tidak mengerti 
hukum. Dalam buku ini di jelaskan akan banyaknya kasus-kasus hukum 
terutama pidana yang menyita perhatian publik dan dalam buku ini 
11 
 
 
menjelaskan bagaimana tugas dan tanggungjawab sebagai polisi. Namun 
buku ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penieliti bahas 
yakni  peneliti membahas tentang peran dan tanggungjawab polisi dalam 
menangani khusus terkait kasus motor bodong secara mendalam. 
2. Kusdedi, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong. Dalam penelitian ini membahas 
mengenai praktek motor bodong di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya 
Kulon, Jawa barat. Namun bedanya dengan penelitian ini yakni dalam 
skripsi ini tidak menguraikan dengan jelas mengenai peran aparat 
kepolisian dalam menanggulangi motor bodong. 
3. Lelah Nurjmilah dan Abdul Kholik, dalam jurnalnya yang berjudul,  
Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas Dalam Perspektif Hukum 
Ekonomi Syariah. Dalam jurnal ini, dijelaskan mengenai pelaksaan jual 
beli motor yang tidak dilengkapi identitas ditinjau dari segi ekonomi 
syariah. Penelitian ini, tidak membahas secara terperinci mengenai peran 
utama aparat kepolisian dalam menertibkan kejahatan motor bodong di 
masyarakat sebagai perbedaan dari penelitian yang akan diteliti yaitu peran 
kepolisian dalam menanggulangi kasus motor motor bodong 
4. H. Zainuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam. 
Dalam buku ini memberikan pengetahuan yang luas mengenai hukum 
pidana Islam, konsep hukum pidana Islam mengenai perlindungan 
masyarakat dalam situasi damai dan konflik bersenjata. Namun 
perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu peneliti membahas 
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lebih khusus pandangan hukum pidana Islam terhadap pemakaian motor 
bodong yang kian meningkat.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendaknya dicapai dari penelitian ini adalah untuk 
menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu: 
a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi 
peningkatan motor bodong. 
b. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menekan pemakaian motor 
bodong. 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam mengenai motor bodong. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
a. Untuk kepentingan ilimah, penelitian ini diharapakan dapat menjadi acuan 
dalam membangun ilmu pengetahuan, dalam arti memberikan sumbangsih 
terhadap penyerpuranaan teori-teori yang telah ada sebelumnya. 
b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kelengkapan dalam dunia ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya, terkait 
realitas motor bodong di dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi salah 
satu pelengkap pustaka. 
c. Sebagai kajian akademik yang lahir dari rangkaian studi keilmuan untuk 
memberikan beragam khazanah keilmuan Islam dalam kaitannya dengan 
peristiwa motor bodong. Serta diharapkan penilitian ini dapat menjadi 
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referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan 
motor bodong. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum tentang Peran Kepolisian 
1. Pengertian Kepolisian 
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dalam Pasal 
5 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan 
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan; pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakatdalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 
negeri”.1 
Sebagai abdi negara, polisi harus bisa melayani dan diterima oleh 
masyarakatnya dan mempunyai empati terhadap masyarakatnya.Namun dalam 
kenyataannya masyarakat yang harus melayani dan menyesuaikan kepada 
masyarakatnya. Asumsi yang mengatakan bahwa polisi dapat berbuat apa saja 
kecuali melaksanakan tugas pokoknya. Asusmsi demikianlah yang harus diubah 
dan dikembalikan kepada tugas pokok dan fungsi sebagai abdi masyarakat yang 
seharusnya melayani, mengayomi dan melindungi. 
Menurut Sujipto Rahardjo, “bagaimanapun tingginya keinginan kita untuk 
memiliki polisi yang setara dengan negara-negara maju, keinginan itu hanya akan 
menciptakan polisi-polisi yang kurang cakap untuk berbuat kepada 
masyarakatnya, andaikata perkembangan disitu masih berada pada tingkat yang 
jauh dibelakang, bukan berarti polisi tidak pernah mengembangkan 
                                                             
1Undang-Undang R.I No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 
Tentang Kepolisian (Jakarta: Permata Press, 2013), h. 5. 
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sebuahketerampilan serta pengetahuannya, namun harus menghasilkan polisi yang 
tepat  dan tanggap untuk masyarakatnya”. 
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku dan adat yang 
berbeda-beda sehingga setiap daerah tersebut hendaknya mempunyai polisi yang 
berciri sesuai dengan masyarakat setempat. Polisi Aceh, berbeda dengan polisi 
Jawa, Maluku dan sebagainya. Maka polisi harus menguasai atau sekurang-
kurangnya mengetahui adat dan kebudayaan masyarakat dimana polisi tersebut 
ditugaskan atau ditempatkan agar tidak terjadi perbedaan asumsi terhadap 
masyarakat dan polisi itu sendiri.2 
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 
Tugas dan wewenang kepolisian republik Indonesia meliputi:  
Tugas pokok kepolisian disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 
2002 pasal 13, yakni : 
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
b. menegakkan hukum 
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat. 
Pada Pasal 14 ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol 
terhadapkegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban 
dan kelancaran lalu lintas dijalan; 
                                                             
2Chryshnanda.DL, Polisi Penjaga Kehidupan (Jakarta: YPKIK, 2009), h. 70-71. 
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c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan 
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk,pengamanan 
swakarsa; 
g. melakukan penyelidikandan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya 
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian; 
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, mayarakat dan lingkungan 
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 
dalam lingkup tugas kepolisan; serta 
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3 
                                                             
3Undang-Undang R.I No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 
tentang Kepolisian (Jakarta: Permata Press, 2013), h. 7-9. 
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Dari tugas-tugas pokok yang dikemukakan pada Pasal 13 dan 14 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002, pada dasarnya tugas polisi ada 2 (dua), yakni : 
1. Tugas Preventif, memelihara ketertiban, keamanan, menjamin serta 
memelihara keselamatan negara, orang, benda, dan masyarakat serta 
mengupayakan agar masyarakat tunduk dan patuh kepada peraturan 
negara. 
2. Tugas Represif, tugas ini bertujuan untuk menindak hal-hal yang 
senantiasa dapat membuat kekacauan keamanan masyarakat, negara dan 
bangsa.4 
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) 
secara umum berwenang: 
a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum 
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 
persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 
kepolisian; 
                                                             
4Abdul Muis Jauhari, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia,  
Disertasi (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), h. 10. 
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f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 
dalam rangka pencegahan 
g. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; 
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 
i. mencari keterangan dan barang bukti; 
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 
rangka pelayanan masyarakat; 
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.5 
Menjalankan tugas dan fungsinya, maka tanggung jawabnya sebagai polisi 
dalam hal ini adalah mengatasi peningkatan motor bodong maka perlu keefektifan 
dalam menjalankan tugasnya, agar tidak terjadi pertambahan permasalahan 
dikalangan masyarakat/penduduk. Sangatlah diperlukan keefektifitasan pihak 
kepolisian dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya ini bertujuan untuk tidak 
terjadi pertambahan masalah serta tercapainya kehidupan yang baik dan aman. 
Peran adalah suatu keadaan atau perangkat tingkah dimana seseorang 
melakukan hak-hak dan kewajibannya yang berkedudukan dimasyarakat. Peran 
kepolisian dalam hal mengatasi meningkatnyajumlah motor bodong, yakni: 
 
 
                                                             
5Undang-Undang R.I No 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 
tentang Kepolisian, h, 10-11. 
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a. Peran normatif  
Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan kepada 
seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, pengaturan peran 
dalam pelaksaan fungsi, tugas dan wewenang diatur dalam Pasal 2, Pasal 13, dan 
Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tahun 2002.6 
b. Peran ideal 
Peran ini dilakukan oleh sesorang atau lembaga yang didasarkan kepada 
nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan 
kedudukannya dalam suatu sistem. 
c. Peran faktual 
Peran yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan 
pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi 
secara nyata, bentuk peran faktual kepolisian adalah segala tindakan kepolisian 
yang berhubungan langsung dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, 
penggeledahan dan penahanan seseorang yang diduga terlibat atau tertangkap 
tangan melakukan suatu kejahatan. Pengaturan mengenai aturan hukum yang 
berkaitan dengan peran faktual kepolisan ini terdapat dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 
16, Pasal 20 KUHP.  
Peran tersebut dikatakan peran normatif karena dilakukan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang 
yang dimiliki.Penerapan peran normatif selain bertujuan untuk melindungi, 
menegakkan hukum dan memelihara ketertiban masyarakat, penerapan ini 
                                                             
6Tiara Indah Sari, “Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap 
Penipuan Secara Online oleh Warga Negara Asing” (Lampung: Universitas Lampung, 2018), h.6. 
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dilakukan dengan upaya-upaya yang diharapkan dapat mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana yang terjadi dilingkup masyarakat.7Maka dari itu, 
perlunya keefektifitasan kepolisian dalam menjalankan peran, tugas serta 
fungsingnya agar tercapainya tujuan hukum. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif adalah ada efek, 
pengaruh, kesan, dan dapat membawa hasil. Jadi, efektifitas adalah keefektifitan, 
adanya sebuah hasil yang diperoleh dari seseorang dengan tujuan yang ingin 
dicapainya.8 Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, 
efektivitas ini sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun memiliki 
perbedaan diantara keduanya. Efisien mempunyai arti tepat atau sesuai dengan 
untuk mengerjakan sesuatu, mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, 
serta berdaya guna.9 
Efektivitas menekankan pada hasil yang akan dicapai, sedangkan efisiensi 
lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan cara 
membandingkan antara output dan inputnya.10 
Peraturan kepolisian No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidik 
tindak pidanamempunyai prinsip yakni untuk menjalankan ataupun melaksanakan 
penyidikan agar professional, efisien dan efektif. Dalam skripsi yang berjudul 
                                                             
7Tiara Indah Sari, “Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap 
Penipuan Secara Online oleh Warga Negara Asing”, h.6. 
8Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.352. 
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.352. 
10Rifki Syahriah, “Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisan (Studi Pada 
Unit Tipikor Polres Piolman” Skripsi (Makassar: UNM, 2017), h.5. 
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peran kepolisian dalam menekan motor bodong ini sangatlah berpengaruh kepada 
tingkat keefektivitasan kepolisian dalam menekan motor bodong.  
Terkait peran, tugas dan wewenang kepolisian dalam mengatasi tingkat 
permasalahan dimasyarakat, maka aparatur negara (POLRI) dalam hal ini 
menjalankan tugasnya  sesuai dengan apa yang tertera pada Undang-Undang 
tahun 2002 tentang kepolisan negara republik Indonesia agar tidak terjadi 
permasalahan di masyarakat, termasuk motor bodong khususnya di Kabupaten 
Gowa Provinsi Selawesi Selatan. 
B. Tinjauan Umum tentang Motor Bodong 
1. Pengertian Motor Bodong 
Kendaraan mempunyai arti sebagai suatu sarana angkut dijalan yang 
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.11 Sedangkan motor 
menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), berarti“mesin yang menjadi 
tenaga penggerak”12 dan bodong berarti “tersembunyi pusat,bujal”.13 
Secara umum motor bodong berarti motor yang tidak memliki surat-surat 
kendaraan yang sah, yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku pemilik 
kendaraan bermotor (BPKB).14 Kendaraan bermotor tanpa identitas yang sah ini, 
jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa Surat 
                                                             
11Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.931. 
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.203. 
14Lelah Nurjmilah dan Abdul Kholid, Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas 
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Fakultas Syariah No 2 Vol. 3 (Cipasung: 
Institut Agama Islam Cipasung, 2018), h.2. 
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Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB) disamakan dengan sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor.15 
Surat tanda kendaraan bermotor atau yang biasa disingkat STNK 
merupakan bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor. 
Surat ini sah diterbitkan oleh sistem administrasi manunggal satu atap 
(SAMSAT), sebagai tempat pelayanan dalam penerbitan dan pengesahan STNK 
yang dilakukan oleh 3 (tiga) instansi, yakni: 
1. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 
2. Dinas Pendapatan Daerah, dan 
3. PT Jasa Rahardja. 16 
Namun pada saat ini, sangat rawan terjadi pemalsuan terhadap Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) terutama saat terjadi transaksi motor illegal. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya oknum yang dengan mudah menggandakan STNK 
kendaaraan,selanjutnya ditukarkan dengan nama pemilik kendaraan lain.17  Selain 
STNK, surat lainnya yang diperlukan sebagai bukti kepemilikan yang sah 
terhadap jenis kendaraan bermotor adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 
(BPKB). 
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diartikan sebagai dokumen 
legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh POLRI dan 
berisi identitas kendaraan bermotor beserta pemiliknya, serta berlaku selama 
                                                             
15Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
16Muhammad Kifli Hutagalung, Purwadi, dkk, “Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor Elektronik (E-Stnk) Sebagai Pengaman Kendaraan Bermotor” Jurnal Ilmiah 
Saintikom13, no 1 (Januari 2014):  h. 2. 
17Syaiful Bari, Ira Wahyu Mawadah , dkk, Aplikasi Validasi STNK Kendaraan Bermotor 
Menggunakan QR Code Berbasis Android, h. 2. 
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kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.18BPKB diharuskan pada semua 
kendaraan bermotor yang terdaftar dan punya STNK, baik yang dalam kondisi 
berjalan maupun dalam keadaan rusak. Selain itu, Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB) ini dapat berfungsi sebagai Certificate Of Ownership serta 
dapat dijadikan jaminandalam proses peminjaman dana dikalangan masyarakat.19 
Secara umum motor bodong berarti motor yang tidak memliki surat-surat 
kendaraan yang sah, yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku pemilik 
kendaraan bermotor (BPKB).20 
Merujuk pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan bahwa 
“kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”21 
2. Faktor Penyebab adanya Motor Bodong 
Harus dipahami bahwa manusia sebagai makhluk sosial tak terlepas dari 
keingininan-keinginan untuk selalu berdinamika dengan masyarakat, akan tetapi 
setiap dinamika itu dipengaruhi oleh sikap individu didalam kelompoknya 
masing-masing. Alhasil banyak individu melenceng dari sikap baik kelompok dan 
                                                             
18Ferli Hidayat, Pengetahuan tentangBuku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 
https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/22/pengetahuan-tentang-buku-pemilik-kendaraan-
bermotor-bpkb/diakses pada 19 Mei 2019. 
19POLRI, Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK), h..2 
20Lelah Nurjmilah dan Abdul Kholid, “Pelaksanaan Jual Beli Motor Tanpa Identitas 
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Fakultas Syariah No 2 Vol. 3.(Cipasung: 
Institut Agama Islam Cipasung, 2018), h.2. 
21Undang-Undang R.I No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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tidak tertib didalam kehidupan bermasyarakat, sama halnya dengan pembelian 
motor bodong yang dilakukan oleh sekelompok individu tertentu. 
Mayoritas masyarakat rupanya sampai saat ini masih memiliki ketertarikan 
dan kegemaran untuk memiliki motor bodong, alasannya karena adanya beberapa 
faktor, yakni: 
1. Banyak masyarakat yang mengharapkan adanya jual beli motor bekasyang 
dekat.Selain harganya yang murah, tempat penjualannyapun dekat bahkan 
mudah didapatkan. Sehingga dapat menghemat biaya. 
2. Kebutuhan masyarakat akan motor bodong yang terbilang murah.22 
Karena harga sepeda motor bodong ketika dikalkulasikan jauh lebih murah 
dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki 
dokumen surat-surat yang lengkap.23 
3. Meningkatnya jumlah pengangguran24 
Meningkatnya jumlah pengangguran mengakibatkan pelaku yang mencuri 
dan menjual motor bodong adalah jalan untuk mendapatkan uang. Tanpa 
memikirkan akibat hukum yang akan diterima. 
Tentunya dalam hal ini, selain faktor-faktor yang telah disebutkan 
diatasada modus yang mempengaruhi, yakni pelaku pencurian motor dan 
menjualnya kembaliyang disebut dengan penadahan serta jual beli yang cacat.  
                                                             
22Apriyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas 
(Lampung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2017), h. 47-48. 
23Kusdedi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor 
Bodong”,Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syari’ah, 2017). 
24Muhammad Aris, Hasbi Yasin, dkk, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor  (Curanmor) dengan Menggunakan Model 
Geographically Weightted Poisson Regression,  (Semarang: Jurnal Gaussian, 2015), h. 205. 
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Jenis kejahatan ini telah diatur dalam Pasal 362 dan480 KUHP. Bunyi 
Pasal 362 yakni: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.25 
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sebagai berikut : 
1. Unsur objektif, ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu 
barang,barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila 
dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa penjara. 
2. Unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk memiliki, secara melawan 
hukum.26 
Sementara Pasal 480 tentang penadahan dimana pelakunya diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah: 
1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima 
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, 
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 
menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus 
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. 
                                                             
25Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: 
Kencana, 2014), h. 361. 
26Ismu Gunadi danJonaedi Efendi.Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, h. 128. 
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2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan.27 
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sebagai berikut: 
1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima sebagai 
hadiah. 
2. Mendapatkan keuntungan, dengan cara menjual, menyewakan, membawa, 
menyimpan, atau menyembunyikan. 
3. Sesuatu barang, 
4. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan, sesuatu barang. 
Unsur subjektif, yaitu yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa 
barang itu diperoleh dari kejahatan.28 
Tindak pidana pencurian dan penadahan termasuk dalam faktor adanya 
motor bodong dikarenakan motor dikatakan bodong apabila tidak dilengkapi 
dengan surat-surat yang sah yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku 
pemilik kendaraan bermotor (BPKB).. 
C. Motor Bodong dalam Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah.Fiqh jinayah 
adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal 
yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil  dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci 
                                                             
27Ismu Gunadidan Jonaedi Efendi.Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana , h. 324-
325. 
28Ismu GunadidanJonaedi Efendi.Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,  h. 167. 
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dari al-Qur’an dan Hadis. Adapun yang dimaksud tidakan kriminal, kriminal 
adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum 
sertatindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-
Qur,an dan Hadis.29 
Berbicara tentang sumber hukum pidana Islam ini memiliki tujuan untuk 
memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk dan 
pedoman bagi kehidupan manusia yang harus ditaatinya.al-Qur’an adalah kitab 
suci yang berisikan wahyu Ilahi dan menjadi pedoman hidup yang tidak ada 
keragu-raguan didalamnya.  Dengan demikian, semua perbuatan manusia adalah 
ibadah kepada Allah swt dan ditunjukkan tidak lain hanya untuk mencapai 
keridhaan-Nya. Sedangkan hadisdalam bahasa Arab berarti berita atau 
kabar.Hadis merupakan catatan tentang perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi 
yang sampai pada saat ini.30 
Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa al-Qur’an adalah pedoman 
hidup bagi manusia, namun nyatanya masih terjadi permasalahn yang 
mengakibatkan terjadinya tindak pidana salah satunya adalah motor bodong. 
Secara mendasar, motor bodong tidak dijelaskan secara eksklusif dalam al-
Qur’an tetapi pelaksanaan untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hal 
tersebut dijelaskan dalam QS.an-Nisa/4:59: 
                                                             
29H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1. 
30H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 17-19. 
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                       
                        
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri diantara kamu. Maka, jika kamu tarik-menarik pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
Kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.”31 
 
Dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini dan ayat-ayat 
sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat 
yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan-Nya 
serta berbakti kepada kedua orangtua, menganjurkan berinfak dan lain-
lain.Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat 
yang adil dan makmur, anggotanya tolong-menolong dan saling membantu, taat 
kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil amri.Secara khusus, dapat 
dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum 
dengan adil, ayat diatas memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, 
ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari 
siapapun yang berwenang menetapkan hukum.Secara berurut dinyatakan-Nya; 
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dalam perintah-perintah-Nya 
yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. 
Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu 
maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam 
sunnahnya yang shahih, dan diperkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang 
                                                             
31Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tajwid, (Bogor: PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2007), h.87. 
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berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian 
diantara kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak 
bertentangan dengan perintah Allah atau Rasul-Nya. Adapun pendapat ulama 
mengenai ulil amri, yakni mereka (ulil amri) adalah para penguasa/pemerintah, 
ulama, dan yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. 
Kata al-amr berbentuk makrifat atau difnite.Ini menjadikan banyak ulama 
membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan 
kemasyarakatan, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni.Allah 
memerintahkan umat Islam taat kepada mereka, ini berarti bahwa ketaatan 
tersebut bersumber dari ajaran agama karena perintah Allah adalah perintah 
agama.32 
Dari ayat tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perlunya 
penguasa/pemerintah, ulama serta perwakilan masyarakat dalam berbagai 
kelompok dan profesinya (ulil amri) didalam bermasyarakat.Salah satun ulil amri 
adalah polisi yang memiliki kewenangan dan menjalankan tugasnya yakni salah 
satunya membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum 
dan peraturan perundang-undangan. 
Ulil amri inilah yang berperan dalam membantu mengatasi permasalahan 
di masyarakat salah satunya adalah kasus motor bodong. Hadirnya ayat ini tidak 
lain adalah untuk ditaati. 
 
                                                             
32M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.583-585. 
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Adapun unsur atau rukun umum dari jinayah, yakni: 
1. Adanya nash atau unsur yang sering disebut dengan istilah unsur formal, 
yang melarang suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan 
ancaman-ancaman atas perbuatan-perbuatannya (al-Rukn al-Syar’i). 
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, unsur ini sering disebut 
dengan istilah unsur material dimana unsur ini berupa melakukan sesuatu 
yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diharuskan ataupun 
diwajibkan untuk ditinggalkan (al-Rukn al-Madi). 
3. Pelaku kejahatan atau biasa disebut dengan istilah unsur moril menyatakan 
bahwa pelaku adalah mukallaf yakni orang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban dan dapat dituntut atas kejahatan yang telah 
dilakukan (al-Rukn al-Adabi). 
Tanpa ketiga unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikatakan atau 
dikategorikan sebagai jinayah.33 
Pencuri adalah orang yang mengambil benda dan atau barang milik orang 
lain dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut.34 Keberadaan 
motor bodong dengan modus pencurian, jika ditelaah lebih jauh berdasarkan 
hukum pidana Islam,  maka akan didapatkan beberapa dalil dalam al-Qur an yang 
mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan tercela dan 
mendapat siksa.  
                                                             
33H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h, 3. 
34H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h, 62. 
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Salah satunya disebutkan dalam firman Allah swt dalam QS.al-
Maidah/5:38: 
                         
Terjemahnya: 
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah.Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”35 
 
Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa sanksi hukum bagi pencuri, 
yaitu: pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan 
keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa, yakni pencurian, yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan yang menjadikan ia jera dan orang lain takut 
melakukan hal serupa dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana 
dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Tetapi jika ia menyadari 
kesalahannya dan menyesalinya lalu bertaubat maka barang siapa bertaubat 
diantara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiayaan, yakni pencuri itu 
walau telah berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain 
mengembalikan apa yang telah dicurinya atau nilainya kepada pemilik yang sah 
maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga dia tidak akan disiksa 
diakhirat nanti.Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Kata as-sariq/pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah 
berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri. Jika kita 
memahami demikian, ini berarti seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri 
belum wajar dinamai pencuri dan dengan demikian ia belum atau tidak dikenai 
                                                             
35Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tajwid,  h. 114. 
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sanksi yang disebut oleh ayat diatas. Dalam memahami sifat Allah, al-Ghaffar 
yakni Yang Maha Pengampun, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa al-Ghaffar 
adalah “Yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan”.Dosa-dosa, 
tulisnya, adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya dengan jalan 
tidak menampakkannya didunia serta mengesampingkan siksanya di akhirat. 
Sebenarnya seorang pencuri yang tertangkap, telah berulang-ulang melakukan 
pencurian, tetapi selama ini Allah Yang Ghaffar itu telah berulang-ulang 
menutupi kesalahannya sehingga tidak diketahui orang. Tetapi karena ia tidak 
menghentikan pencurian, Allah tidak lagi menutupi kesalahannya dan ketika itu si 
pencuri tertangkap. Orang lain yang tidak mengetahui bahwa Allah selama ini 
menutupi kesalahan yang bersangkutan menduga bahwa pencuri tersebut baru 
sekali mencuri, tetapi pada hakikatnya, pekerjaan itu telah berulang-ulang. Dari 
sini, ayat diatas menamai mereka pencuri.Dalam sebuah riwayat disebutkan 
bahwa sesorang tertangkap basah mencuri, tetapi bersumpah berkali-kali bahwa 
baru kali itu dia mencuri.Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra.Tetap memerintahkan 
memotong tangannya sambil menyatakan, Allah tidak memperlakukan seseorang 
yang baru sekali melakukan dosa.36 
Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki ataupun perempuan yang mencuri 
haruslah bertaubat, jika tidak maka Allah memerintahkan untuk memotong tangan 
keduanya sebagai pembalasan apa yang telah ia kerjakan.Dalam hal ini, terdapat 
modus yang mempengaruhi sehingga terjadinya motor bodong yakni cacatnya 
proses dari tidak sempurnanya jual beli sehingga marak terjadi tindak pidana 
                                                             
36M.  Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, h. 111-112. 
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motor bodong yang sering di sebut penadahan, dan akibat dari pemakaian motor 
bodong ini maka sangat menimbulkan keresahan di masyarakat maupun pihak 
kepolisian karena pemakaian motor bodong tersebut. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 
kualitatiflapangan (empiris) dengan kata lain yakni jenis penelitian hukum 
sosiologis, yaitu meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kenyataan di 
masyarakat. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan 
menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik 
realita.1 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan 
penelitian tersebut. Adapun lokasi atau tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti 
yakni di Kepolisian Resort Gowa, Jalan Syamsuddin T.Sungguminasa, Somba 
Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan alasan karena tindak 
pidana kasus motor bodong di Polres Gowa marak terjadi serta lokasi penelitian 
tersebut dekat dengan tempat peneleti berdomisili saat ini. 
B. Metode Pendekatan 
Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yakni: 
 
 
 
                                                             
1BurhanBungin (ED.), MetodologipenelitianKualitatif(Jakarta: RajawaliPers, 2012), 
h.124. 
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1. Pendekatan Syar’i (teologi normative) 
Pendekatan Sya’ri adalah pendekatan dengan prinsip keagamaan yang 
bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. 
2. Pendekatan Yuridis Normatif  
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan 
cara menelaah atauran perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas hukum 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Pendekatan Sosiologi 
Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat 
gejala-gejala sosial atau peristiwa-peristiwa dalam masyarakat melalui teori 
sosiologis. 
4.  Pendekatan Psikologis 
Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk untuk 
melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi seseorang serta menjelaskan fenomena 
keberagamaan manusia yang dijelaskan dengan mengurai keadaan jiwa manusia. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, pengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian 
lapangan di Kepolisian Resort Gowa, peneliti menggunakan sumber data primer 
dan sekunder. 
1. Data Primer  
Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung oleh peneliti dilapangan 
(field research) dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian serta 
penyidik yang menangani kasus motor bodong. 
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2. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 
yang bukan pengolahannya.2 
Data yang digunakan dalam data sekunder ini meliputi: 
a. Peraturan Perundang-Undangan. 
b. Hasil penelitian, jurnal, buku, artikel ilmiah, internet dan lain-lain. 
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan oleh peneliti yakni: 
1. Wawancara (interview)  
Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 
dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, 
maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.3 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu bukti dokumen-dokumen yang digunakan 
dalam penelitian sebagai pengumpulan data. 
3.  Alat Tulis 
Alat yang digunakan meliputi kertas dan pulpen untuk menulis data 
ataupun informasi yang idapatkan dari hasil wawancara. 
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data yakni: 
                                                             
2Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Kencana, 2017), h.16. 
3Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii., Action Research (Jakarta: Kencana, 2014), 
h. 101. 
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1. Pengolahan Data 
Metode pengolahan data pada penelitian ini adalah: 
a. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau 
pokok permaslahan tertentu. 
b. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam 
bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis. 
c. Pengambilan Keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan. 
2. Analisis Data 
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis 
kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam 
rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan 
analisi konseptual dan teoretik serta dalam pengolahan data menyajikannya dalam 
bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Polres Gowa 
1. Profil Polres Gowa 
Kepolisian Resort Gowa atau Polres Gowa adalah pelaksana tugas dan 
wewenang  Polri di wilayah Kabupaten Gowa yang berada di bawah Kapolda. 
Kepala Polres yang selanjutnya di singkat Kapolres adalah pimpinan Polri Di 
daerah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Dalam kesehariannya, Polres 
Gowa di pimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun 
Komisaris Besar Polisi dan di wakili oleh Wakil Kepala Kepolisan Resort yang 
berpangkat Komisaris Polisi. Polres Gowa membawahi beberapa satker yang 
bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis 
satker yang berada di bawah jajaran Polres Gowa, antara lain satuan reserse 
kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan 
sabhara, bagian humas dan propam. 
2. Tugas Pokok 
Polres menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas 
polri lainnya dalam hal ini adalah di wilayah Kabupaten Gowa yang memiliki 
total luas 1.883,32 km. 
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3. Fungsi 
Polres menyelenggarakan fungsi dengan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan 
Kepolisian Sektor, yaitu: 
a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk 
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan 
pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi 
pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan 
atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan guna terelanggaranya deteksi 
dini (earlydetection) dan peringatan dini (earlywarning); 
c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi 
laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta 
pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS); 
d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui 
kepolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dann ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, terjalinnya hubungan antatra Polri dengan masyarakat, koordinasi 
dan pengawasan kepolisian khusus; 
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e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan 
pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan 
pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),  
pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek 
vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP); 
f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu-lintas, 
termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu-lintas serta 
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan 
hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 
lalu-lintas; 
g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, 
penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan 
penyelamatan kecelakan di wilayah perairan, pembinan masyarakat perairan 
dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah 
perairan; dan 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.1 
4. Struktur Organisasi Polres Gowa 
Struktur organisasi merupakan kerangka yang menjadi wadah dalam 
melakukan kegiatan dengan rangkaian aktivitas yang terkoordinasi yang 
menunjukkan hubungan-hubungan seluruh jabatan atau pekerjaaan masing-
                                                             
 1Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. 
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masing agar segala tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dalam 
organisasi. 
Sumber Data Sat Reskrim Kepolisian Resort Gowa. 
 Kepolisian Sektor yang selanjutnya di singkat Polsek adalah unsur 
pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di 
bawah Polres Gowa, yaitu: 
a. Polsek Bajeng 
b. Polsek Barombong 
c. Polsek Biringbulu 
d. Polsek Bontomarannu 
e. Polsek Bontonompo 
f. Polsek Bungaya 
g. Polsek Manuju 
h. Polsek Palangga 
i. Polsek Sombaopu 
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j. Polsek Tinggimoncong 
k. Polsek Tombolopao 
l. Polsek Tompobulu 
m. Polsek Parangloe. 
Peta Administrasi Kabupaten Gowa 
 
Adapun Letak Geografis Batas Wilayah Administrasi Wilayah Hukum 
Polres Gowa Meliputi Seluruh Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa: 
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5. Visi dan Misi Polres Gowa 
Polres Gowa sebagai Kesatuan Kewilayahan dalam rangka mendukung 
program Polda Sulsel, maka di rumuskan Visi dan  Misi Polres Gowa, sebagai 
berikut: 
Visi 
Terciptanya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat prima 
tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan di wilayah hukum Polres Gowa serta 
terselanggaranya sinergi Polisional secara optimal. 
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Misi 
a. Memberikan perindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, 
responsif dan tidak diskriminati; 
b. Menerapkan perpolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum 
kepada komunitas masyarakat; 
c. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga pemerintahan maupun 
masyarakat dalam rangka mendukung operasional kepolisian di wilayah 
hukum Polres Gowa; 
d. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap permasalahan, 
ancaman dan segala kemungkinan gangguan kamtibmas yang bisa terjadi di 
wilayah hukum Polres Gowa melalui kegiatan/operasi penyelidikan dan 
keamanan; 
e. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan kamtibmas di wilayah 
hukum Polres Gowa; 
f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan 
dan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukun dan rasa keadilan; 
g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh 
sumberdaya Polri guna mendukung operasinal Polri; 
B. Faktor yang Menjadi Penyebab Sehingga Terjadi Pemakaian Motor 
Bodong di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa 
Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 
dengan angka kejahatan tindak pidana yang dapat mengasilkan kendaraan roda 
dua yaitu seperti  motor bodong yang terbilang tinggi. Seperti yang kita ketahui  
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bahwa motor bodong merupakan motor yang tidak di lengkapi dengan surat-surat 
yang sah misalnya BPKB dan STNK. Motor bodong yang biasanya di hasilkan 
dari suatu tindak pidana pencurian yang kemudian di jual dengan harga di bawah 
pasaran sehingga banyak diminati oleh masyarakat dan tindak pidana ini 
melanggar Undang-Undang sebagaimana telah di atur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Peraturan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
Menurut hasil wawancara dengan Bripka Yusran J yang merupakan salah 
satu penyidik Kepolisian Resort Gowa, beliau menjelaskan bahwa motor bodong  
dalam bahasa hukumnya ialah suatu kendaraan baik motor maupun mobil yang  
tidak di lengkapi dengan surat-surat yang sah, baik STNK maupun BPKB. Motor 
bodong ini tidak bisa di klarifikasikan bahwa penggunanya adalah anak-anak atau 
orang dewasa karena semua kalangan menggunakannya, seperti di kalangan anak-
anak maupun dewasa. 
Motor bodong ini berasal dari suatu praktik tindak pidana pencurian 
penggelapan dan  penadahan. Karena tindak pidana ini tidak bisa di gabungkan, 
maka pemidaaannya di kenakan Pasal sesuai dengan tindak pidana yang di 
lakukan, yakni pencurian, penggelapan dan penadahan untuk mendapatkan motor 
bodong.  
Pelaku pencurian dikenakan Pasal 362 KUHP: 
  “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian 
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu 
dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman 
pencra selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 
900,-”2 
                                                             
2Pasal 362 tentang pencurian  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
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Pelaku penggelapan di kenakan Pasal 372 KUHP: 
“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu 
barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain 
dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum 
karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.3 
 
Pelaku penadahan di kenakan Pasal 480 KUHP 
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. Di hukum: 
1e. karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, 
menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena 
hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadikan, membawa, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau 
yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 
2e. barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, 
yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh 
karena kejahatan.4 
 
Adapun data dari tahun 2016 sampai 2019 yakni tindak pidana pencurian, 
penggelapan dan penadan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, sebagai berikut: 
Tindak Pidana 2016 2017 2018 2019 
Pencurian 58 115 66 19 
Penggelapan 3 19 10 1 
  Penadahan 6 5 9   0 
Sumber Data: Buku Register Laporan Polisi, Polres Gowa, Tahun 2019 
  Pada tahun 2017, tindak pidana pencurian kendaraan roda dua mengalami 
peningkatan dimana pada tahun 2016 terdapat 58 kasus dan pada tahun 2017 
mengalami peningkatan dua kali lipat dari jumlah sebelumnya yaitu 115 kasus. 
Kemudian dengan kinerja kepolisian yang terus ditingkatkan, maka kepolisian 
resort Gowa dapat menekan jumlah tindak pidana pencurian di wilayah hukum 
                                                             
3Pasal 372 tentang penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
4Pasal 480 tentang penadahan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
47 
 
 
Gowa, dari jumlah 115 kasus hingga saat ini mencapai 66 kasus di tahun 2018. 
Sama halnya dengan kasus penggelapan roda dua yang mengalami peningkatan di 
tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018. Beda halnya dengan kasus 
penadahan, meskipun jumlah kasus yang jauh dibawah jumlah kasus pencurian 
dan pendahan namun kasus pendahan ini mengalami peningkatan dan penurunan 
pada tahun 2016-2018. 
Pemakaian motor bodong kebanyakan di temukan di daerah pegunungan 
atau desa-desa yang ada di Kabupaten Gowa seperti Malino, Malakaji dan 
Tombolopao yang jaraknya jauh dari kota karena sangat jarang di adakan 
pemeriksaan atau swiping sehingga pengguna motor bodong bebas mengunakan 
motor bodong tersebut dan motor bodong seringkali digunakan untuk mengangkut 
hasil-hasil pertanian. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kepolisian Resort 
Gowa yaitu Bripka Yusran J pada tanggal 17 Juli 2019, maka peneliti 
menyimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakangi atau menyebabkan 
seseorang menggunakan motor bodong, yakni sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab seseorang menggunakan motor bodong pada umumnya 
adalah harganya yang terbilang murah, jauh di bawah pasaran membuat 
seseorang lebih tertarik membeli motor bodong di banding motor yang di 
lengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB tanpa 
mempertimbangkan dengan baik konsekuensi dari sisi perbuatannya. Di lihat 
dari harga, kondisi motor dan tanpa surat-surat misalnya Surat Tanda Nomor 
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Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 
harganya mencapai Rp. 1.000.000 hingga Rp. 5.000.000. 
2. Faktor pengguna memakai motor bodong selain murah juga karena proses 
untuk memiliki kendaraan roda dua tersebut mudah untuk di dapatkan serta 
prosesnya yang tidak berbelit-belit. Salah satunya di sosial media yaitu 
facebook yang sering di temui penjualan motor yang murah dan mudah untuk 
di dapatkan karena dapat bertemu langsung untuk mengecek kondisi motor 
dan bayar di tempat tanpa menyiapkan berkas-berkas persyaratan 
pembeliannya. 
3. Fakor penyebab seseorang menggunakan motor bodong adalah kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang hukum, pengguna motor bodong terkait 
dengan aturan perundang-undangan yang melarang seseorang membeli dan 
menggunakan barang hasil dari suatu tindak pidana seperti pencurian, 
penggelapan karena dapat di jerat dengan pasal yang terkait. 
4. Faktor penyebab pemakaian motor bodong yaitu dampak Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (IPTEK) yang belum di cerna dengan baik sehingga bukan sisi 
positif yang di ambil justru sisi negatifnya serta tidak memanfaatkan dengan 
baik. Hadirnya berbagai informasi di sosial media terkadang mengandung 
unsur tindak pidana seperti penjual motor tanpa di lengkapi dengan surat-
surat yang sah serta pembeli yang di sebutkan adalah penadah.5 
5. Faktor anak-anak memakai motor bodong yaitu kurangnya kontrol dari orang 
tua. Meskipun usianya yang terbilang belum mencapai usia untuk memakai 
                                                             
5Bripka Yusran J, Penyidik Kepolisian Resort Gowa, wawancara tanggal 17 Juli 2019. 
49 
 
 
motor, namun telah di perhadapkan dengan motor tanpa dilengkapi dengan 
surat-surat yang sah. Hal ini mengakibatkan anak-anak semakin leluasa 
memakai motor bodong tersebut tanpa mengetahui dampak hukuman yang di 
timbulkan. 
Hadirnya berbagai faktor yang menjadi penyebab sehingga seseorang 
memakai motor bodong menjadikan hal ini bukan hanya mengacu kepada 
kriminalitas tetapi menimbulkan kejahatan tindak pidana yang meresahkan 
masyarakat karena terjadinya pencurian motor. Bukan hanya kepada pelaku, tetapi 
masyarakat umum hendaknya menghentikan rasa ketertarikan akan pembelian 
motor bodong yang terbilang lebih murah di bandingkan dengan motor baru.  
Maka dari itu, dalam mengantisipasi sehingga tidak terulang sebuah tindak 
pidana seperti pencurian, penggelapan, serta penadahan hal ini perlu adanya upaya 
penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh misalnya patroli yang bukan hanya 
dilakukan di daerah perkotaan akan tetapi juga di pedesaan, karena hasil 
wawancara yang diperoleh jumlah pemakai motor bodong kebanyakan berada di 
pedesaan serta menindaklanjuti para pemakai motor bodong.  
C. Peran Kepolisian dalam Menekan Pemakaian Motor Bodong di Wilayah 
Hukum Kepolisian Resort Gowa 
Menjalankan tugas dan fungsinya, maka di perlukan berbagai upaya dalam  
meminimalisir serta mengantisipasi terjadinya pemakaian motor bodong 
khususnya di Kabupaten Gowa.  Adapun upaya yang dapat di lakukan guna 
mengantisipasi atau mencegah sebelum maraknya pemakaian motor bodong yakni 
sebagai berikut: 
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1. Prefentif (Pencegahan) 
a. Membangun kewibawaan serta kepastian hukum yang mampu memberikan 
rasa keadilan terhadap masyarakat. 
Tindak pidana pencurian, penggelapan dan penadahan dalam hal ini adalah 
praktik sehingga adanya kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi dengan surat-
surat sah yakni STNK dan BPKB. Pemakaian motor bodong bodong sendiri 
marak di lingkungan  masyarakat dengan berbagai kalangan, baik dewasa maupun 
anak-anak. Mengingat bahwa akar permasalahannya yakni ketidakpatuhannya 
masyarakat terhadap ketertiban umum sehingga dengan leluasa melakukan hal-hal 
yang melanggar tanpa memikirkan konsekuensi hukum dalam memperoleh 
kepuasan tersendiri dalam beraktifitas sehingga mengakibatkan keresahan 
terhadap masyarakat karena ulah si pencuri dan penggelapan untuk mendapatkan 
motor yang kemudian di sebut dengan motor bodong. Maka fungsi hukum dalam 
hal ini perlu di laksanakan secara profesional oleh aparat penegak hukum. Rakyat 
pastinya berharap hukum tentunya mampu mengkoordinasikan segala 
kepentingan umum tertentu dan melindungi semua orang dan semua golongan. 
b. Himbauan dan Penyuluhan Hukum 
Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Bapemkamtibmas) 
menggalakkan sosialisasi maupun penyuluhan hukum. Hal demikian di harapkan 
agar masyarakat mampu memahami segala persoalan ketertiban terkhusus kepada 
pemakaian motor bodong yang kemudian dapat meresahkan serta mengganggu 
ketertiban di masyarakat umum untuk memahami bahwa tindakan tersebut sangat 
bertentangan dengan hukum dan dapat memperoleh sanksi yang berat. 
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2. Represif (Penindakan) 
Proses hukum terhadap pemakai motor bodong yang masuk dalam 
kategori penadah seharusnya di proses secara hukum, maka perlunya penindakan 
berlanjut dan secara berkala dapat memberi efek deteren bagi masyarakat lainnya 
yang belum menggunakan motor bodong. Pasaran motor bodong menjadi kecil 
dan efeknya secara tidak langsung dapat mengurangi angka pencurian kendaraan 
bermotor di karenakan akan sulit untuk menjual kendaraan bermotor hasil 
curiannya serta tidak lagi menimbulkan keresahan di masyarakat pada umumnya.6 
Menurut hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Gowa, 
menjelaskan peran serta upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam hal 
ini menekan pemakaian motor bodong adalah sebagai berikut: 
a. Sosialisasi ke Masyarakat 
Untuk mengurangi maraknya pemakaian motor bodong serta mengurangi 
kersahan masyrakat terhadap pencurian motor maka pihak kepolisian melakukan 
sosialisasi ke masyarakat serta menghimbau untuk tidak memakai motor yang 
tidak di lengkapi dengan surat-surat yang sah, yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) 
dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Menghimbau untuk tidak membeli 
motor bodong yang harganya relatif murah serta berhati-hati memiliki barang-
barang yang patut di duga dari hasil kejahatan karena itu akan berdampak adanya 
pidana untuk dia. Ketika mereka menguasai barang-barang yang patut di duga dari 
hasil kejahatan, maka mereka itu akan berhadapan dengan Pasal 480 KUHP serta 
                                                             
 6Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention (Bandung: Alumni, 1976), h. 
32. 
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memberikan pemahaman hukum kepada masyarkat baik orang dewasa maupun 
anak-anak. 
b. Perbanyak Patroli 
Dalam upaya mengurangi tindak pidana pencurian motor, maka kepolisian 
perbanyak patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman, baik fisik maupun 
psikis, terbebas dari rasa khawatir, terciptanya keamanan dan ketertiban 
masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktifitsanya dengan 
tertib dan lancar. Patroli di lakukan guna mencegah bertemunya niat dan 
kesempatan, dengan jalan mendatangi mengamati dan memerhatikan situasi dan 
kondisi yang akan menimbulkan segala bentuk-bentuk pelanggaran, kejahatan dan 
tindak pidana yang menuntut adanya kehadiran anggota kepolisian untuk 
melakukan tindakan guna terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat 
pada umumya. 
Meskipun telah dilakukan upaya untuk menekan motor bodong seperti 
memperbanyak patroli serta sosialisasi ke masyarakat, namun pada kenyataannya 
hal tersebut dapat dikatakan belum efektif seperti yang terlihat di masyarakat 
bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan motor bodong. Dengan 
melihat kejadian tersebut di masyarakat, perlu adanya upaya pencegahan yang 
baik dan menindaklanjuti ha tersebut. 
Menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Juli 2019 dengan salah satu 
anggota masyarakat, yakni Yuni yang berdomisili di Jalan Poros Malino KM 26 
Samaya, Desa Romangloe, Kabupaten Gowa, mengatakan bahwa sebagai 
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masyarakat awam degan adanya motor bodong menimbulkan rasa di rugikan 
dengan ketidaktahuan akan dampak yang di timbulkan apabila membeli 
kendaraan khususnya roda dua yang tidak di lengkapi dengan surat-surat yang sah 
meskipun terbilang murah namun dampaknya sangat besar yang kini marak di 
perjual-belikan salah satunya di akun sosial media yaitu facebook. Sebagai 
masyarakat, dengan pemakaian motor bodong ini selain merugikan untuk 
pembeli, masyarakat umumnya juga memiliki keresahan akan tindak pidana 
pencurian untuk mendapatkan motor yang biasa terjadi dan menimbulkan rasa 
was-was karena banyak yang menggunakan motor bodong, maka pencurianpun 
dengan mudah di lakukan karena pembeliannya yang terbilang mudah untuk di 
jual serta peminatnyapun lumayan banyak. Desa Romangloe adalah desa dimana 
jarang di adakan swipping sehingga motor-motor tanpa di lengkapi dengan surat-
surat yang sah merajalela. Untuk itu masyarakat mengharapkan ketegasan dan 
keefektifitasannya dalam hal menangani masalah tersebut, bukan hanya di kota 
bahkan di desa sekalipun. 
D. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pemakaian Motor Bodong 
Dalam hukum pidana Islam, sebuah tindak pidana di sebut dengan istilah 
Jarimah. Jarimah merupakan tindakan kejahatan serta tindakan melawan 
perundang-undangan yang dapat mengganggu ketentraman umum.7 Tindak pidana 
Islam dalam kaitannnya dengan motor bodong menjelaskan 3 tindak pidana, yaitu:  
 
 
                                                             
7Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 
1. 
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1. Tindak Pidana Pencurian 
Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang telah 
jelas hukumnya tertera secara eksplisit di dalam al-Qur’an dengan segala sanksi 
yang telah di atur di dalamnya bahwa bagi laki-laki dan perempuan yang mencuri 
adalah perbuatan yang keji dan hukumannya adalah potong tangan. Kejahatan ini 
tidak pernah berakhir dan selalu terjadi. Sebagaimana firman Allah swt di dalam 
Q.S al-Maidah/5:38: 
                                
   
Terjemahnya: 
“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan 
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”8 
  
2. Tindak Pidana Penggelapan 
Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh di artikan sebagai penentangan 
kepercayaan (djahidu wadi’ah, djahidu ‘ariyah). Djahidu wadi’ah adalah 
mengingkari barang yang di titipkannya. Sedangkan Djahidu ‘ariyah adalah 
mengingkari barang yang di titipkannya.9 Al-Qur’an sangat menentang bahkan 
mengharamkan tindak pidana penggelapan, meskipun al-Qur’an tidak 
menyebutkan secara tegas hukuman penggelapan tersebut, Islam hanya 
menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta ataupun barang orang lain 
dengan cara yang tidak di benarkan, serta segala sesuatu yang dapat merugikan 
                                                             
8Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bogor: PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2007), h. 114. 
 
9I’Anatul Umami, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penggelapan 
Sepeda Motor Kredit, Skripsi (Surabaya: UINSA, 2018), h. 39-40. 
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orang lain. Ayat al-Qur’an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan 
tersebut yakni dalam QS. al-Baqarah/2:188 : 
                                   
          
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim 
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”10 
 
 
Di tegaskan dalam QS. an-Nisa/4:30 : 
                               
 
Terjemahnya: 
“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan craa melanggar hukum dan 
zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu 
mudah bagi Allah”.11 
 
3. Tindak Pidana Penadahan 
Tindak pidana penadahan, menurut hukum Islam, hukum penadahan 
adalah haram. Dapat di lihat dalam al-Qur’an dan Hadis QS. al-Maidah/5:2: 
                                  
                                     
                                    
                         
                                                             
 10Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid, h. 29. 
11Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid , h. 83. 
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Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’arsyi’ar 
kesucian Allah, dan (jangan melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan Qalaid (hewan-
hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan 
keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka 
bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum 
karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu 
berbuat melampaui batas,. Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah 
sangat berat siksa-Nya”.12 
 
Hadis dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi saw bersabda: “barangsiapa yang 
membeli barang hasil curian, sedang ia tahu bahwa barang tersebut adalah hasil 
curian, maka ia telah bersekutu dalam aib dan dosanya”. (HR. Baihaqi, Hadist No. 
10826). 
Untuk itu, perlunya pemahaman hukum baik kepada pelaku tindak pidana 
maupun pemakai motor bodong dan menerapkan ayat QS. an-Nisa/4:59: 
                                  
                                 
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri diantara kamu. Maka, jika kamu tarik-menarik pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul 
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
Kemudian. Yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya’.13 
 
Ayat-ayat di atas menjelaskan tiap-tiap hukuman dengan tindak pidana 
yang berbeda, maka dari itu pemakai motor bodong hendaknya memperhatikan 
dan mempertimbangkan hal tersebut sehingga tidak asal menggunakan kendaraan 
                                                             
12Kementrian Agama RI, al-Qur’an Terjemah dan Tajwid , h. 106. 
 13Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tajwid, h.87. 
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khusunya roda dua karena berakibat kepada pemakai serta berdampak kepada 
keresahan dan mengganggu keamanan masyarakat umum lainnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Faktor penyebab pemakaian motor bodong dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, yaitu harga motor bodong yang terbilang murah sehingga banyak 
yang tertarik untuk membeli, proses untuk mendapatkan motor bodong 
tersebut mudah dan tidak berbelit-belit, kurangnya pemahaman hukum 
terhadap tindak pidana yang dikenakan, dan faktor ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang di pergunakan secara tidak sehat. 
2. Peran kepolisian dalam menekan pemakaian motor bodong yaitu dengan 
melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menghimbau dan menjelaskan 
dampak dari pemakaian motor bodong serta berpatroli agar terciptanya 
rasa aman dan nyaman kepada masyarakat umum atas keresehan yang kian 
mengganggu karena tindak pidana pencurian oleh si pelaku yang ingin 
menjalankan aksinya. 
3. Pandangan hukum pidana Islam mengenai pemakaian motor bodong, 
sesuai dengan tindak pidananya bahwa pencurian dijelaskan dalam QS. al-
Maidah/5:90 yang menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri laki-
laki maupun perempuan, penggelapan dijelaskan dalam QS.al-
Baqarah/2:188 bahwa tindak pidana ini diharamkan dan mendapat 
sanksinya kelak karena telah berbuat dosa sedang ia mengetahuinya, serta 
pendahan untuk pemakai motor bodong dijelaskan dalam QS. al-
Maidah/5:2 dan HR. Baihaqi, Hadist No. 10826. Pendahan jelas haram dan 
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ayat tersebut menyuruh untuk saling tolong-menolong dalam berbuat 
kebaikan, namun pada kenyataannya penadahan atau si pemakai motor 
bodong ini mengetahui bahwa motor tersebut hasil dari tindak pidana serta 
hadis ini mengatakan bahwa jika pemakai motor bodong mengetahui hasil 
dari motor bodong tersebut dari tindak maka ia bersekutu dalam aib dan 
dosanya. 
Pemakaian motor bodong ini selain berdampak pada dirinya, masyarakat 
umumpun mengalami keresahan yang di timbulkan dari motor bodong tersebut. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Dengan melihat beberapa faktor penyebab terjadinya peningkatan 
pemakaian motor bodong, maka perlunya peningkatan kualitas serta 
efektifitas pihak kepolisian atau penegak hukum untuk mengatasi dan 
mencegah serta meminimalisir bentuk tindak pidana yang semakin hari 
semakin mudah untuk si pelaku menjalankan aksinya yang menyebabkan 
masyarakat tertarik menggunakan motor bodong yang terbilang murah 
sehingga tidak memikirkan dampak yang akan timbul karena 
pemakaiannya. 
2. Dalam mengatasi peningkatan pemakaian motor bodong, kepolisian di 
harapkan agar lebih progresif serta menjalankan perannya seefektif 
mungkin baik dengan cara kepolisian atau penegak hukum sosialisasi serta 
melakukan tindakan pencegahan lainnya untuk mengetahui akibat hukum 
dari perbuatan tindak pidana. 
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3. Hukum pidana Islam jelas mengatur larangan pemakaian serta pelaku 
pencurian, penggelapan, penadahan karena merupakan dosa besar. 
Sebaiknya umat manusia memelihara kehidupan manusia lainnya dengan 
menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Maka dari itu 
perlunya pmahaman tentang ajaran agama Islam yang lebih terhadap 
masyarakat terlebih kepada tindak pidana yang mengakibatkan keresahan 
di kalangan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas iman dan 
senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak di benarkan dalam 
agama Islam. 
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